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ABSTRAK 

Perkembangan teknologi finansial yang semakin berkembang, termasuk dalam 

sektor sistem pembayaran digital, salah satunya melalui penggunaan e-wallet. E-

Wallet merupakan sistem pembayaran yang dapat digunakan tanpa memerlukan 

rekening bank. Penggunaan e-wallet yang semakin meluas memerlukan adanya 

pengaturan operasional serta perlindungan hukum bagi penggunanya. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis bagaimana regulator perbankan di Indonesia, 

Singapura, dan Amerika Serikat mengatur dan mengawasi operasional e-wallet 

serta melakukan perlindungan hukum dan ekonomi bagi penggunanya. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data studi 

komparasi untuk membandingkan regulasi e-wallet di ketiga negara tersebut. Data 

yang digunakan adalah segala informasi yang terkait dengan topik penelitian yang 

diperoleh dari peraturan perundang-undangan, penelitian relevan, literatur hukum, 

jurnal dan artikel tentang pengaturan e-wallet. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

pengaturan operasional e-wallet diatur dalam regulasi masing-masing negara yang 

mencakup perizinan, mekanisme pengawasan oleh regulator dan perlindungan 

pengguna e-wallet. Indonesia dan Singapura menerapkan sistem regulasi yang 

terpusat dibawah otoritas tunggal, sedangkan Amerika Serikat memiliki sistem 

regulasi yang terfragmentasi dengan pembagian kewenangan antara otoritas federal 

dan negara bagian. Dalam hal perlindungan hukum baik Indonesia, Singapura, dan 

Amerika Serikat memberikan perlindungan yang adil bagi penyedia maupun 

pengguna layanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia, 

Singapura, dan Amerika Serikat memiliki pendekatan regulasi e-wallet yang 

berbeda, ketiganya bertujuan memastikan keamanan sistem pembayaran digital 

serta memberikan perlindungan hukum dan ekonomi bagi pengguna melalui 

kerangka hukum masing-masing negara. 
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